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PUTUSAN

Nomor 6419/Pdt.G/2024/PA.Tgrs
z g, »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 6419/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah
melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 22 Maret 2020, yang
dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana
Kutipan Buku Nikah Nomor: 0072/019/111/2020, tertanggal 23 Maret 2020;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal terakhir KP.Pabuaran, RT 03 RW 03, Kelurahan
Pagedegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1
(satu) anak yang bernama Afifah Hilya Nafisah, Perempuan, Lahir di
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Tangerang 26 Januari 2021, Pendidikan belum sekolah, Tinggal bersama

Penggugat

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021

pernikahan Tergugat dan Penggugat kurang harmonis, rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percekcokan,

yang disebabkan:

4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.2 Tergugat bersikap acuh atau tidak peduli kepada Penggugat dan anak;

4.3 Tergugat diketahui oleh Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 yang mana antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan

selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi

untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat

berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah

bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat;
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan menurut
relaas panggilan Nomor 6419/Pdt.G/2024/PA.Tgrs Tergugat tidak beralamat
sesusai dengan yang tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan alamat Tergugat
sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa merujuk kepada berita acara dalam relaas panggilan
Nomor 6419/Pdt.G/2024/PA.Tgrs bahwa Tergugat tidak beralamat sesusai
dengan yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat TErgugat tidak benar sehingga
relaas panggilan tidak dapat disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama
Tigaraksa maka gugatan Penggugat dianggap kabur dan harus dinyatakan
tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp209.000,00 ( dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025
Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijryiah, oleh kami H.A. Havizh
Martius, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Ummi Azma, S.H.,
M.Hum., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu
oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.l., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Penitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.l., M.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp64.000,00
4, Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi  : Rp10.000,00
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1. Biaya Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)
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